BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Bank Kalsel Syariah

1. Sejarah dan Perkembangannya

Bank Kalsel merupakan Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan yang berdiri pada tanggal 25 Maret 1964. dengan modal
dasar sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) dan pada tanggal 31
Maret 1965 mendapatkan izin operasional dari Menteri Urusan Bank
Sentral/Gubernur Bank Indonesia, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan
Nomor 26/UBS/65. Seiring berjalannya PD. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Selatan resmi berubah badan hukum menjadi PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan sebutan Bank Kalsel dan
modal dasar sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) pada Tahun
2011 tanggal 29 November 2011, dan melalui Surat Keputusan Gubernur Bank
Indonesia Nomor 14/5/KEP.GBI/2012 tanggal 1 Februari 2012. Terjadi
Pengalihan izin operasional dari sebelumnya perusahan dalam bentuk

Perusahaan Daerah berubah menjadi ke Perseroan Terbatas. !

L Fitri Anisa, “Strategi Bank dalam Merekrut Para Ulama sebagai Nasabah (Studi Kasus pada
Kantor Cabang Bank Kalsel Syariah Banjarmasin),” 2015; Rina Armiaty dan Zakhyadi Ariffin,
“Pengaruh Budaya Organisasi Dan Motivasi Terhadap kinerja pegawai frontliner,(studi pada
cabang bank kalsel yang berada di wilayah banjarmasin),” JWM (Jurnal Wawasan Manajemen) 2,
no. 2 (2016): 213-36; Nurul Hikmawati, “Prosedur Penerimaan Nasabah Penyimpan Pada Bank
Kalsel Syariah Banjarmasin,” 2015.
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Bank Kalsel sebagai salah satu Bank Umum Daerah juga tidak mau
ketinggalan dengan Bank Umum lainnya, sehingga didirikan lah unit usaha
Syariah sekaligus Kantor Cabang Syariah di Banjarmasin dan beralamat Jalan
S. Parman RT. 03 Banjarmasin Telepon (0511) 3352349 faximile (0511)
3352457.

Seiring berkembangnya bisnis Bank Kalsel Syariah ini. kemudian
dilanjutkan dengan membuka kembali Kantor Cabang Syariah Kandangan
yang berkantor di Jalan P. Antasari Nomor : 108-109 Kandangan Telepon
(0517) 22286, faximile (0517) 23768, dan sampai sekarang pembukaan
jaringan-jaringan kantor unit Usaha Syariah telah tersebar hampir diseluruh
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang didirikan pada tanggal 4

Desember 2005. 2

Aktifitas kegiatan yang dijalankan ini sebagaimana ketetapan
Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia. Operasionalnya Bank Kalsel
Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melakukan
supervisi terhadap DPS menjalankan fungsi pengawasan, memberikan
penilaian dan memastikan operasional Bank Kalsel tersebut dapat berjalan
dengan baik. Sehingga konsistensi dalam setiap aktifitas dapat teratur baik dari

segi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa yang

2 Maidah dan Maidah, “Strategi Pelayanan Customer Service Bank Kalsel Syariah Cabang
Banjarmasin dalam Menangani Keluhan Nasabah”; Muhammad Agus Wijaya, “Sistem

Pengawasan Kerja Pada Bidang Pemasaran di Bank Kalsel Syariah,” 2013.
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ditawarkan sesuai dengan ketentuan Syariah.?

2. Produk Pembiayaan
Bank Kalsel Syariah juga melakukan kegaiatan pemberian pendanaan
kepada masyarakat melalui produk pembiayaan. Adapun produk yang
ditawarkan oleh Bank Kalsel Syariah dengan skema akad sebagai berikut :
1. Murabahah dan Istishna
2. Mudharabah
3. Musyaraakah
4. Al-ljarah

5. akad Qord

w

Jenis Pembiayaan
Jenis pembiayaan Produktif dan Konsumtif di Bank Kalsel Syariah

diperuntukan untuk: 4

3 Darmadiansyah Darmadiansyah, Emy Rahmawati, dan Noor Hidayati, “Pengaruh Karakteristik
Nasabah, Pengetahuan Nasabah, Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa
Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin),” Jurnal Bisnis dan
Pembangunan 8, no. 1 (t.t.): 30—40; Jailani Aminah, “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Untuk
Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Bank Kalsel Syariah Kedai Paringin,” 2015; Rakhmi Amali,
“Minat Nasabah Terhadap Safe Deposit Box (SDB) Pada Bank Kalsel Syariah Cabang

Banjarmasin,” 2016.

4 Darmadiansyah, Rahmawati, dan Hidayati, “Pengaruh Karakteristik Nasabah, Pengetahuan
Nasabah, Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi
Pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin)”; Muhammad Saiful, “Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Pada Bank Kalsel Syariah,” 2014.
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1. Permodalan yang Produktif

Permodalan yang produktif bertujuan untuk membantu dari segi
permodalan dalam rangka pengembangan usaha Nasabah. Pembiayaan ini
diperuntukkan bagi nasabah Perorangan maupun perusahaan (Badan
Usaha), dengan jangka waktu antara satu tahun sampai dengan dealapan
tahun. Segmentasi Pembiayaan ditujukan bagi nasabah Usaha Mikro, Kecil
dan Mennengah (UMKM), Besar, Komersial dan korporasi.

2. Pembiayaan Konsumtif

Di Bank Kalsel Syariah Program pembiayaan konsumtif telah
diberikan kepada nasabah Bank Kalsel berkerja sebagai Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan konsumtif seperti
rumah, mobil, sepeda motor, emas, peralatan rumah tangga dan elektronik.
Selain itu, dapat pula digunakan untuk pemenuhan akan kebutuhan biaya
berobat, biaya pendidikan, dan biaya pernikahan, bahkan bisa pula untuk
paket liburan atau wisata hingga paket perjalanan ibadah umrah. Bank
Kalsel Syariah menawarkan margin/ujrah yang ringan, dengan jangka
waktu maksimal hingga 20 tahun sesuai dengan barang/jasa yang dibiayai,
dan bisa tanpa menyerahkan agunan.

Akad-akad Pembiayaan yang dipergunakan di Bank Kalsel Syariah
dalam penyaluran pembiayaan sangat beragam, disesuaikan dengan jenis
transaksi yang menjadi pokok dari pembiayaan tersebut. Akad-akad tersebut
adalah akad Murabahah dan Istishna untuk transaksi Jual-beli, akad

Mudharabah/Musyaraakah untuk kegiatan usaha dengan prinsif Bagi-Hasil,
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Al-ljarah (Sewa), Rahn untuk Gadai.

B. Rukun, Syarat dan Proses Pembiayaan
Adapun rukun pembiayaan musyaraakah yang harus dimiliki dan disepakati
antar calon nasabah dan pihak bank adalah:®
a. Pemilik aset (shahibul maal)
b. Modal (maal)
c. Proyek atau walla
d. Pihak yang menerima fasilitas pembiayaan(musyarik)
e. Akad transaksi
Agunan sangat diperlukan karena bertujuan untuk menghindari adanya
risiko yang dapat merugikan pihak Bank serta juga untuk melihat kemampuan
nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam
al- Quran yang arti sebagai berikut :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara sedang kamu
tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan
yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanahnya (hutang), dan hendaklah dia bertagwa kepada Allah,
Tuhannya".(QS. Al Bagarah: 283)

5 Rina Destiana, “Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan
Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia,” LOGIKA Jurnal llmiah Lemlit Unswagati Cirebon
17, no. 2 (2016): 42-54; Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, “Penanganan Non-
Performing Finance dalam Akad Musyarakah di Bank Kalsel Syariah,” At-Taradhi: Jurnal Studi
Ekonomi 9, no. 1 (2018): 1-9; FEBRIAN RISNINDO, “ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI BANK SYARIAH” (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2016).
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Dalam pembagian keuntungan ada beberapa ketentuan yang harus
diperhatikan yaitu:®

a. nisbah yang akan diberikan sesuai dengan kesepakatan.

b. Penyedia dana tidak diperbolehkan untuk merubah dan mengurangi
proporsi dari setelah nisbah bagi hasil, sebelum adanya kesepakatan dari
kedua pihak.

c. Pendapatan yang diperoleh dan harta perserikatan didapat dari Hasil usaha

d. Revenue atau profit sharing merupakan Pembagian hasil proyek yang
dijalankan.

e. Nisbah bagi hasil dibayarkan secara periodik sesuai kesepakatan.

Dalam Aplikasi Pembiayaan diperlukan sebagai berikut :

1. Pedoman Pembiayaan
Kegiatan operasional pembiayaan dari BPD Syariah di Kal-Sel
berpedoman pada Surat Edaran dan SOP Bank Kalsel Syariah. Penerbitan
Surat Edaran BPD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia
Nomor : 27/162/Kep /Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor :
27/7/ UUPB pada tertanggal 31 Maret 1995 yang berisi mewajibkan
semua Bank umum untuk memiliki kebijakan umum pembiayaan Bank

secara tertulis.

® Ajuna, “Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia.”
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2. Pembiayaan di Bank Kalsel Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan

dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyaraakah-,

2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk A/-fjarah atau sewa beli dalam
bentuk Al-Jjarah muntahiya bittamlik,

3. transaksi jual-beli dalam bentuk piutang muwrabahah, salam, dan
istishna

4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan

5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk A/-Jjarah untuk transaksi
multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank
Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai dana atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana
tersebut sesudah jangka waktu tertentu dengan imbalan wjrah tanpa

imbalan, atau bagi hasil.

3. Proses Pembiayaan di Bank Kalsel Syariah
a. Jenis Pembiayaan
Prinsip pembiayaan yang ada di Bank Kalsel Syariah terdiri dari:
1. Al-Buyu’ (Jual-beli)
2. Al-Al-ljarah (Sewa-menyewa)
3. Syirkah (Bagi Hasil)

4. Pemberian Jasa
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b. Proses Verifikasi

Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan
dengan menggunakan sebuah metode yang empirik (berdasarkan atas
pengalaman) dan pengujian ilmiah untuk suatu pernyataan atau
proposisi untuk memastikan suatu kebenaran. Pada proses awal suatu
pembiayaan adalah proses verifikasi data dan informasi sangat penting
untuk dilakukan, vyaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fakta
dan kondisi riil dilapangan.

Proses verifikasi yang dilakukan melalui upaya-upaya pengumpulan
informasi yang relevan kemudian dilakukan proses analisa, analisa,
komunikasi, dan hubungan secara langsung ataupun tidak langsung
guna menjalin hubungan dengan nasabah berdasarkan ukhuwah
Islamiyah, sehingga nantinya diharapkan dapat serta menjaga dan
memelihara kualitas portofolio pembiayaan Bank. Hasil solisitasi
disajikan dalam bentuk laporan kunjungan atau call report. Dalam
menjalankan solisitasi, Account Officer harus mempunyai nilai standar
tentang informasi yang akan diperoleh sehingga diperoleh data yang

objektif tidak bersifat relatif dan tidak spekulatif.



4. Standar Umum Pembinyaan

L

Standar Nasabah

Standoar nasabah mervpekan hal-hal yang terkast dengan character,
aset capacity, collateral dan condition of economy dan nasabah yang
mengusulkan pembiayaan. Characrer. nassbah scbisa  mungkin
memifiks sifat jujer, depat dipercaya, transparan afau mampu
menyampaikan informasi sccara bemar dan lengkap, mempunyni
kemampuan, serta menjalankan sesuni kaidah wsaha dan kesepakatan
yong dibuat. aset aset tersebut bukan diperoleh dari hal-hal yang
melanggar syariah. Capacity, nasabeh mesti mempunyas kemampuan
dalam menjalankan usshanya. Hal ini dapat dilihat munimal dua tabun
scsudah nasabah menjolankan usshanye Collateral barang yang
dijaminkan harus jelas sumber usulnya serta mencukupi jumilah
pembiayaan yang diajukan nassboh. Condition of ecomomy, penilaian
terhadap pemasaran usaha nasabah dapat dinilai den relass kegyanyn
supplier dan buyer. Kelima hal tersebat haruslah baik agar permohonan
pembiayaan dapat diterima.

Standar Dokumentasi

Standar dokument asi merupakan hal-hal yang terkait dengan data atau
bukti-bukti dan ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat memberikan
milai hukam.

Standar Jaminan

Yang menjodi landasan dari pengadasn jaminan adalah ALQue'mn |

Surat Lugman ayat tiga puluh empat sebagai berikut :

59
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Artinya : "dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti
apa yang akan diusahakannya besok..." manusia tidak akan pernah tau
apa yang akan terjadi di kemudian hari, untuk menghindari hal-hal
yang tidak diinginkan maka dalam pembiayaan diperlukan adanya
jaminan.

Prinsip 5C salah satunya mencantumkan mengenai collateral atau
jaminan. Barang jaminan harus milik nasabah sendiri atau boleh milik
keluarga dengan persetujuan anggota keluarga lainnya. Jumlah
pembiayaan tidak boleh melebihi nilai jaminan yang dijaminkan oleh
nasabah. Pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah mengenai
kelayakan penyaluran dana, inti pengaturannya yaitu bahwa Bank
Syariah dan atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan
kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh
kewajiban dalam waktunya, sebelum Bank Syariah dan atau UUS
menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
2. Standar Legalitas

Standar legalitas merupakan hal-hal yang terkait dengan persyaratan yang

harus dipenuhi dalam mengusulkan pembiayaan baik perorangan ataupun

badan hukum. Sebagai berikut :

1. Perorangan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
1) Surat Izin Usaha Penerbitan.
2) Tanda Dakar Perusahaan.

3) Ijin gangguan atau HO.



4) KTP suami atau istri.

5)  Akte nikah den Kartu Keluarga.

6) Nomor : Pokok Wajib Pajak.

7) Laporan keuangan 2 tahun terakhis.

Baden Ussha

Badan wssha terdini dari badan wsaba yang berbentuk badan hukum

yang terdiri dani Perscroan Terbatas (PT) dan koperasi, serta yang

badan usaha yang berbentuk non badan hukum yung terdiri dani Firma,

CV, dan Yayasan,

2 Berbentuk Badan Hukum

Baden usaha yang berbentuk badan hukum terdini dan Perseroan

Terbatas (PT) dan koperasi.
I} Perseroan Terbatas (PT)

Syarut-syarat yang mest: dipenuhi yaitu:

a)
b)

c)

e)

Akta Pendinian dan Perubahan.

Akta Pendafiaran dan Kementrian Hukum dan Hak Azasi
Manusia

Surat lzzn Usaha Penerbitan.

Tanda Daftar Perusshaan.

ljin gangguan atau HO.

Swat ijin lun yang berhubungan dengan kegaman usaha
yang akan d@biayai.

SK AMDAL untuk perusshaan yang dapat menimbulkan

61
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a)  dampak negatif bagi lingkungan.
b) KTP pengurus,
c) Nomor : Pokok Wajib Pajak.
d) Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
a Kopenas
Syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:
u) AlktaPendinian dan Perubahan.
b} Akta Pendafiaran dan Kementerian Koperasi.
c) Swat lzin Usaha Penerbitan.
d} Tanda Dattar Perusshaan,
¢) ljin gangguan atau HO.
f) KTP penguns.
g) Nomor : Pokok Wajib Pajak.
h} Laporan keusngan 2 tabun terakhir,
i) Rapat Anggota Tahunan 2 tahun terakhir.
b. Berbentuk Non Badan Hukum
Badan usaha yang berbentuk non badan hukum yang terdini dari
Firma, CV, dan Yayasan,
a) Firma
Syarat.syarat yang harus dipenuhi ystw
I} Surat lzin Usaha Penerbitan.

2) Tanda Daftar Perusahaan,

J) Ijin gangguan atau HO.



4) KTP pengurus {sckutu aktif dan pasit)
5} Nomor : Pokok Wajib Pajak

6) Laporan keusngan 2 tahun terakhir.

b)) CV
Syarat.syarat yang harus dipenuhi yatu
1} Akta Pendinan dan Perubahan.
2) Swrat Izin Ussha Penerbitan.
3} Tanda Dafter Perusshaan.
4) Ijin gangguan ataa HO,
5} KTP pengurns.
6) Nomor : Pokok Wajib Pajak.

7) Laporan keumngan 2 tahun terakhar.

¢} Yayasan
Pencrapan standar risiko mengacu dalam PBI Nomor © tiga
belas/13/PBL201] tentang Penilaian Kualitas Aktiva BHagi

Bank Umum Syariah dan Unit Ussha Syariah,

d) Stendar Risiko
Pelayanan bisa dilokukan pembiaysan sesuai dengen aturan
yang berlaku

3. Prosedur Pengajuan Permohonan Pembiayaan
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Dalam proses permohonan untuk memperoleh pembiayaan harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis atau minimal sesuai
formulir yang disediakan oleh Bank.

2. Bank tidak akan melayani permohonan pembiayaan apabila tidak
diajukan secara tertulis oleh pemohon. Hal ini berlaku untuk
pembiayaan baru, perpanjangan, tambahan pembiayaan, ataupun
permohonan perubahan persyaratan pembiayaan.

3. Permohonan pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank termasuk riwayat pembiayaan dalam Bank lain.

4. Permohonan pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank termasuk riwayat pembiayaan dalam Bank lain.

Atas permohonan tertulis yang diterima, Bank melakukan
kunjungan kepada nasabah atau calon nasabah untuk memastikan kondisi
usaha nasabah yang dituangkan dalam laporan kunjungan atau call report.
Permohonan tertulis dan laporan kunjungan digunakan sebagai salah satu
bahan untuk melakukan analisa terhadap permohonan.

Syarat-Syarat dalam Pengajuan Permohonan

Syarat-syarat Pembiayaan yang harus dipenuhi untuk mengusulkan

permohonan pembiayaan adalah sebagai berikut:
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0. Mengujukan surst permohonan pembioysan sccara tertulis yang
dilengkaps dengan proposal.

b. Kelengkapan data legalstas bagi perorangan stau bahan usaha
sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran dan SOP BHank Kalsel
Syarizh.

c. Data keuangan, misalnya laporan keuvangan perusahaan minimal untuk
jangka waktu dua tahon terakhir.

5. Solisitasi

Solisitasi adalah proses mencari nasababh sesuai kriteria yang telah

ditetapkan Bank Syariah melalu tahapan - Penctapan target market, misal

sektor industri penctapan sektor usaha, misalnya sektor perdagangam,

scktor pertambangan dan lain schagninya.

1. Ta'aruf dan Wawancara

Ta'arul’ adalah proses perkenalan antara Accoumt Officer dengan
nasabah melalw proses wawancara. Accounr Officer akan memperoleh
data sementam tentang kondisi nasaboh Pemohon pembiayaan dan
Accoumt Officer akan memeriksa vlang kembali kelengkapan dan
kebenaran data dimaksud  Dulam proses wawuancara terscbut akan
terlihat juga sikap stou komitmen serta konsistensi keebsahan data
yang desampaikan secara tertalis oleh nasabah. Data tertulis terscbut
schagai acuan bagi Accoumt Officer, scbab banyak terjadi perbedaan
akurasi data atau pemalsuan antara data tertulis dengan data hasil

wawancara. Selanjutnya masih dalam proses ta'arul diperiukan adanya
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keabsahan data yung disampaikan secara tertulis olch nasabah. Data
tertulis tersebut sehagal acuan bagi Accowmt Officer, scbab benyak
terjadi perbedann akurasi data atau pemalsuan antara data tertulis
dengan data hasil wawmcara. Sclanjutoya massh dalam proses ta'arud
diperiukan adunya dota standur nasobah bagi setiap Accownt Officer
yang ingin melakukan wewancara Dari data standar itu pula pam
Accowrnt fficer bisa mengambil kestmpulan secara tepat apakah
permohonan pembiayaan dapat dilanjutkan atau ditolak. Secara gans
besar, dalam wawancarn tersebat harus mencakup hal-hal antara lan:
2 Kelengkapan Data Pemobon

b. Penjelasan data pendukung.

¢. Pemeriksaan kembali kebenaran dan konsastensi data pemohon.

2 Proses Verilikasi
Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dan suatu pernyataan
dengan menggunakan schuah metode yang empirik (berdasarkan atas
pengalaman) dan penguian ikmaah untuk suwtu pemyatasn atau
proposisi untuk memastikan suatu kebenaran. Poda proses awal suatu
panbiaysan adalah proses verifikasi data dan informasi sangat penting
untuk dilakukan, yaitu sustu kegiston yang dilakukan untuk
mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sesus dengan fukta
dan kondisi riil dilupangan. Proses verifikass yung dilakukan melalui
upaya-wpayn  pengumpulan  informasi yang relevan  kemudian
dilakukan proses analisa, unalisa, komunikasi, dan hubungan socam
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lungsung sfaupun  tidak langsung guna menjabin hubungan dengan
nmsabah  berdasarkan  whhuwah  [olamiwh, schingga nantinya
diharapkan dapat serta menjaga dan memelihara kualitas postotalio
pombiaysan Bank Hasil solisitasi disajikan dalam bentuk laporan
kunjungan atau call report. Dalam menjalankan solistasi, Acoount
Officer harus mempanyui nilai standar tentang informasi yang akan
diperoleh schingga diperolch data yang obsektif tidak bersifut relatif
dan tidak spekulatif.
Standar informesi dalam Solisitasi dan Verifikasi
I. Informasi secara unum
o, Informasi yang diperoleh biasamya mengenad  cksastensi
peruszhaan itu sendin, tujunnya untuk mendapatkan gambaran
tentang operasi usaha secarn kesclurchen termasuk filosofi
usaha peruszhaan, sasaran yang ingin dscapai. reocann kerja
jangka menengab, scjwrah perusshaan, para pendini dan
pemegang saham serta prospek masa depan perusshaan,
b. Jusniah staf atou karyawan, tingkat pendidikan rata-rata, sistem
penggajian dan jaminan sosial lainmya.
2, Informesi mengenai kebutuhan Nasabah (Customer)
Bidang usaha yang dijalankan, rekan usaha perusshamn, teknologi
yvang digunakan, Franchising Management Assistance atau
perjanjian usaha dengan pihak ketign yang Iain (bila ada), prospek

masa depan bidang usaha



2. Informasi mengenai kemampuan membayar kembali
a.  Informag mengenai  kemampuan  membayar  kewajiban
{repayment cagpactly! umumnya terganiung dari kondisi dan
hazil usasha itu sendin, Bagaiman produk dan jasa yang di
hasilkan dapat dipasarkan, tingkal persaingan, kekuatan dan
kelemahan perusahaan calon nasshah dibandingkan dengan
pensahann pesaing, distribusi produk, strategi penjualan yang
ditetapkan, haml penjualan tertinggi yang pernah dicapa,
piutang.
b. Sumber pengadaan hahan baku ataw supplier barang dagangam,
cara pengadaan babhan bakoy, ciri Ehesus bahan bakn
0. Sistem pelaporan kepiatan wsaha dan laporan keusngan baik
laparan keuangan yang mash bersifal In house macpun yang
sudah diandit oleh Kantor Akumtan Publik (KAP).
d.  Adanmya sumber pengembalian yang lain,
1, Informas mengena jaminan
a) sAypa yvang akan dijadikan sebagai jaminan? Bagaimana milai pasar
(mearker! wadue) jaminan tersebut dimasa mendotang? Siapakaoh
pemiliknyva dan apakah mudah dicairkan (eksekusi)?
b} Kemudahan memonitor jaminan, fermasuk lokasi jaminan fuw
berada seria jends dan sifat fisika kimianya

c} Bagamamakah status hukum jaminan tersebut termasuk asuramsi.
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4. Informasi mengenad hubungan Perbankan dan lembags keuangan

lainmya

a) Bagasmana hubungen dengan Bank lain yung pemah memberikan
kredit / pembiayasn scbelumoya dan untuk spa pembiayaan
terscbut  digumakan? Bagaimana term dan koodisi fasilstas
tersebut?

b) Dari informnas: tersebut di atas akan terlibat struktur pendsnaan
operasional perusahann, bila nasabah sudah berhubungan dengan
Lembaga Kewangan maka harus dilengkapi dengan persyaratan
untuk melampirkan data dan informasi fasilites kredit atou
pembiayaan yang diperoleh dari Lembaga Keuangan terschut yang
meliputi data dan informasi berupa Plafon ataw Baki Debat, jangka
wakiu kredit, agunan kredit, dan koodisi calon nasabah.

¢} Hasil informasi dilakukan Analisa dan &bandingkan dengan posisi
laporan kewangan (Neraca dan Labo/Rugi) agar dapat menentukan

struktur fasilitas yang tepat sesuai dengan kebutuhan Nasabah

b) Laporun Kunjungan
Sesudah melakukan wawancara dan  solisitasi, maka
Accoumt Officer membunt laporan kunjungan atuu call repor? yang
beris antara lain tujuen kunjungan, hasill kunjungan, dan rencana

tindak lanjut. Dalam laporan kunjungan dapat juga diinformasikan



data mengenai calon nasabab secara garis besar seperti data
keuangan, data produksi, den pemasarannya Dan hasil laporun
kunjungan yang dsampaikan oleh Account Officer terscbut, maka
dapmt diputuskan apakah pengujuan nasabah tersebat dapat
dilanjutkan atoau tidek {ditolak).

5. Analisa Pembiaynan
Sctiap pengajuan dan pembioyasan hares melalus peoses onalisa
terlebih dahulu. Bank Kalsel Syariah melaksanakan peoses analisa ini
dengan menilai berbagai nspek yang relevan sebelum pembiayasn tersebut
dicarkan Proses penilaian yang dalakukan untuk melihat kelayskan dari
usaha calon nasabah serta melale verifikasi terlebih dohulu untuk
menghindan risiko yang mumcul dikemuodian hari. Data yang diperlukan
dalam analisa pembiaynan adalsh scbagai berikut:
o Pengajuan Berkas Nasaboh
Pengnjuan Berkas im memuat Surat permohonan yang dasampaikan
olch calon nasabah dan hal ini berguna scbagai alat bukts apabala
nasabah melakukan wanprestas: dikemudian han.
b. Legalitas Pendataan
Mecliput: data yang berkatan dengan pendinian dan beroperasinya
usaha nesabah, yastu Anggaran Dusar, Surat [jin Ussha Penerbstan
(S1UP), Tanda Daftar Perusahaan {TDP), Nomor : Pokok Wagib Paak

(NPWP)}, dan surat ijin lainnya yang diperiukan.

c. Cash Flow

70



71
Meliputi data yang terkait dengan kondisi keuangan nasabah baik
secara historis ataupun proyeksi. Data dimaksud adalah laporan
keuangan (neraca dan laba rugi minimal 2 tahun terakhir), proyeksi

cash flow, rekening giro atau tabungan 6 bulan terakhir dan lain-lain.

6. Prinsip-Prinsip Analisa

Bank Kalsel Syariah dalam menganalisa terhadap permohonan

pembiayaan dilakukan dengan mendasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai

berikut:

1) Untuk melakukan analisa secara lebih efektif dan efisien Bank

menyediakan formulir dengan format yang sudah disesuaikan dengan

kebutuhan serta kepadaan analisa yang diperlukan.

2) Analisa harus dibuat secara lengkap, akurat dan objektit sekurang-

kurangnya harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

Analisa menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan
usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian dalam daftar
pembiayaan macet dan Bank checking.

Untuk menghindari kemungkinan praktek mark-up yang dapat
merugikan Bank, maka mesti dilakukan penilaian atas kelayakan
atas jumlah permohonan pembiayaan dengan proyek atau kegiatan
usaha yang akan dibiayai termasuk nilai jaminan.

Analisa menyajikan nilai yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh



pihak-pshak yang berkepentingan dengan pemobon pembiaysan.

d Analisa pembiayaan tidak bolch bersifat sckedar scbagas suatu
tormalitas yang dilakukan semata-mata untak memenhi prosedur
pembiayaan.

4. Analisa pembiayaan harus mencokup penclition atas  karokter,
permodalan, kemampuan, jaminan, prospek usaha, pemenuhan aspek
syarioh dan penilaion terhadsp sumber pelunasin pembiayasn yang
dititik beratkan dalam hasil wsaha yang dilakukan pemohon serta
menyajikan analisa aspek yuridis pembiaysan dengan tujusn umtuk
melindungi Bank atas risiko yang mungkin timbul.

5. Dalam pemberian pembiayaan sindikasi, analisa pembiayaan bagi Bank
yang mervpakan anggota sindikasi harus meliputi pula pemilaian
terhadap Bank yang bertindak scbagai Bank induk {Lead Bantk).

7. Jenis Analisa
Berdasarkan jenis data yang diperoleh, analisa digolongkan dalam dua
Jenis, yaitie
& Analisa yuridis
Meliputi analisa dokumentass yang terkait dengmn aspek Jegalitas,
aspek jaminan termasuk penyidikan (B checking Bamk checking
Trade checking dan Personal checking) yang dilakukan olch wmit

Supporting Uit atas permintasn Account Manager.
b. Analisa Pembiayaan
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Analisa pembiaynan meliputi onalisa kelayakan usaha yang akan
dibtayni. Analisa kelayakan usaha dilakukan dengan dengan dua cama
yaitu:
e Analisa kuantitatsf
Analisa kuantitatif merupakan pengukuran kinerja perusahaan atas
dasar data keuangan yang tercermin dolam empat  hal yastue
1) Profitability (kemampuan menghasilian keantungan)
2) Liguidtt (kemampuan memenshi kewnjiban|jangka pendek)
3) Leverage (kemampuan memenuhi kewsjiban jangka panjang)
4) Activity ratio (efisiensi peagelolaan usaha)
b. Analiss Kualitatif
Analisa kuvalitatif mervpakan analisa yang dilthat dari aspek
syarich, maka mnalisa yang harus dilakokan adalah techadap
nasabah dan proyek atou wsahn yang akan dibeayni. Analisa imi
umunmya bechubungan dengan ctika, selain aspek-aspek lain.
Seperti ;
1. Nasabah
Karakter atau karakier nasabah sedopat mungkin mempunyai
sifat Sidik, Tablig, Amanah, dan Fathonah {STAF). Sdig
berarts jwur dan dapat dipercaya Tabligh berarti transparan
atau manpu menyampaikan informasi yang diperivkan socam
lengkap dan benar Amanah berarts menjalankan sesua dengan



74

kaidah-kaidah usaha dan kesepakatan yvang dibuat Fathomah

berarti mempunyui kemampuan untuk mengetahui babwa
nasabah mempunya: sifot tersebut distas dapat dilakukan
dengan cara antara lain referens, hasill penyidikan, wawancara
langsung.

2. Usaha dalamm menganalisa pemberian pembiaysan yang Islami
tidek hanya memperhatikan karakter noasabah, tetopr jugs
aspek produksinya dan ussha-usabo yang terhindar dari unsur
MAGHRIB (Maisir, Gharar, Riba dan Bathd, Maisir yaitu
segala usahn yang mengakibatkan perpindabhan harta dari satu
pthak kepoada pibak lain tanpa adanya akad tetapt melalu
permainan masalnyan perjudian; gharar yaitu sogala usaha yang
mengandung unswr ketidakjelasan musal jualbels ijon; miba
yuitu scgala ussha meménjamkan uang (pokok) dengan
permintaan tambahan yang dipersyaratkan stas pokok yang
dipinjamkan terscbut, misalnya bunga kredit dan simpanan;
bathil yaitu segala jenis usaha atau proyek yung bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariash misaloya pabrik minuman
keras.

5. Rekomendasi Keputusan Pembiayaan
Bank Kalsel Syarich dalam memberikan Rekomendasi

pembiayaan yang dilakukan ind sesuai dengan Fouwr Eves Principle, yakni

prinsip keseimbangan antara sisi bisnis dan risiko yang dilakukan oleh unit
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kerja yang berbeda dalam melakukan penilaian sebelum dapat diambil

keputusan atas pembiayan yang diajukan.

8. Akad Pembiayaan
Bank Kalsel Syariah sesudah menyetujui pembiayaan Yyang
diajukan, maka harus dituangkan dalam akad pembiayaan secara tertulis
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

b. Akad pembiayaan harus memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum
yang dapat melindungi kepentingan hukum ataupun usaha bank

c. Akad pembiayaan harus memuat plafon pembiayaan, jangka waktu,
nisbah/bagihasil atau margin, agunan, asuransi agunan, tata cara
pembayaran kembali pembiayaan serta persyaratan-persyaratan
pembiayaan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
persetujuan pembiayaan.

d. Akad pembiayaan dibuat secara notariil, namun dengan pertimbangan
besar kecilnya limit, tingkat risiko, jenis pembiayaan atau hal lainnya,
akad pembiayaan dapat dibuat secara Unnotariil.

e. Akad pembiayaan harus ditandantangani oleh pihak yang berwewenang
mewakili Bank ataupun Nasabah.

f. Kepada calon atau nasabah harus dijelaskan mengenai isi atau materi
pokok dan akad pembiayaan untuk menghindari kemungkinan terjadi

salah tafsir atas isi atau materi yang diperjanjikan dalam akad tersebut.
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6. Syarat.syars umum pemberian pembiayann Bank merupakan bagian

yang tidak terpisabkan dan akad pembiayaan.

14. Monitering Berkala
Sesudah akad pembiaysan semua ditanda tangani oleh para pibak,
maka Bank Kalsel Syariah melakukan monitoring secarn berkala dengan
maksud

. Pencegahan dini terhadap kerugian pembiaysan dengan menciptakan
Strnuktur Pengendalian Intem (SPIN) yang handal dimakswudkan selain
wituk  menghilangkan atau  memunimalkan peluang pelumng
peayimpangun astau scbagai alal pencegahan juga scbagai alat untuk
mendeteksi penyimpangean yang sudah terjads. Apabila pergabat atau
personil terkast sudah dapat mendeteksi, maka penyimpangan tersebut
wasib ditindaklanguts.

2 sclain sudah menciptakan SPIN ymng handal, sctiap pejabat terkait
wasib melakukan pengawasan secara terus menerus  terhadap
pelaksanaan pembiasyaan otau yang laom dikenal dengan istilah
pengawasan melckat.

3. Pengawasan pembiayaan juga barus dilengkapi dengan Audit Intern
terhadap semua aspek pembinysan yang dilakukan oleh Satuan Kerjo
Audit Intern (SKAI). sclain itu Bank wajith mengupayakan memiliki
personal yung kompeten, jujur, dan bertanggung jawab (Fathanah,

amanah yidig, tabligh).



Pengawasan dana wajsh mencakup seluruh aspek pembiayaan dan
scluruh objek supervisi tanpa pengecunlion, Objek supervisi yang
dilakukan wajib mencakup scluuh jenis pembiayaan dan termasuk
pembiayaan dalam para pihak yang terkait dengan Bank dan nasabah
pembiayamn akbar okskheif. Khusus terhadap pthak-pshak terkait dengan
Bank dan nassbah pembiayasn akbar eksklusitf' pengawasannya wajib
dilaksanakun secara it ensif termasuk penjabat Bank yang terkait dengan
pembiayam.

Bank Kalsel Syarioh dalam proses supervisi jika teradi
pembiayaan yang bermasalah, merupakan suatu syarat pembiayaan dalam
mana termunst suastu defleksi primer dolam pembayaran  kembali
pembiayaan yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengembalion atau
dihorapkan tindakan yundis dalam pengembalian atau kemungkinan
terjadinya kerugian (potential Joss). Dengan istilah lain pembiayaan yang
baru kemudian bermasalah merupakan pembiayaan yang berada pada
kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan

Macet,

15, Penycbab Pembiaynan Bermasalah

Berdasarkan hast! penclitian yang dilakukan di Bank Kalsel
Syariah bahwa faktor penycbab pembiayaan bermasalah yang terjadi
biasanya dischabkan beberspa faktor sebagai benkut:
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a. Faktor Intern (Bank)

=

Aspeck analisa pembiayaan

a. Kurang batknya pemahaman atas business nasabub (nature of
business).

b. Kurang diluksanakannya analisa laporan keuangan
Aspek perhatungan aset kerja
Perhitungan aset kega tidak didasarkan dalam usaha atau usaha

nasabah,

. Aspek sumber pengembalian

a. Proyck penjualan terlalu optimas.
b. Proyeksi penjualan tiduk memperhitungkan kebinsaan usaba dan
kurang memperhitungkan aspek kompetitor,

Aspek jaminan

Tadak memperhitungkan aspek marketable dan dianggap sebagai

pelengkup tanpa memperhitungkan risiko, scandninya Pembiayaan

Bermasalah..

Lemahnya aspek supervisi dan monitoring

a.  On desk monitoring

b. Kurangnya dilakukan anafisa terhadop rekening koran.

¢. Kuorang perhatian atas keterlambatan pembayuran kewajiban
nasabah,

d. Belum diterupkannya managing collectahility tentang how to

manage yow acoount dengan tingkat keschaton pembiayaan,
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&. On she monitoring
Jarang berkumjung ke lokasi ussha nasabah schmgga side
streaming dan permasalahan nasabazh tidak daspat di deteksi
sejak awal.

b. Faktor Ekstern (Nasabah)

woA W N

N>

Kalah dalam persaingan ussha
Side streaming

Meninggaloya key person
Perceraman key pevson
Karakter tadak bagus
Percbatan kekuasaan

Peralihan jabatan

Miss management

Maka akibat dari pembaaynan yang bermasalah adalah scbagai berikut:

a

Non Performing Financing (NPF) nask

b. Kualitas aktiva produktif naik

Modal semakin menurun

Kerugian semuakin besar atau keuntungan menurun

PPAP semakin meningkat

CAR dan tingkat keschatan pembiayanan semnakin menurun dan
membaruk

Bank dapat dilikuidasi stau Take Over
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Maka untuk mengatasi Penyelesaian Pembiaysan  yang
Bermasalah terscbut Bank Kalsel Syariah melakukan berbagas langkah
scbagai berike, yaitu :

l. Proses Revitalivasi
Prases Revitalisasi dilakukan apabila berdasarkan analisa Wlang
pembiayaan yang dilakuken terhadsp mdikasi bahwa usaha nasabah
masth berjalan dan hasil ussha nasabah diyakind masih mampu
memenubi  kewajiban  angsuran kepada Bank  Revitalisas  proses

dilakukan melalui:

a  Rescheduling yekni pegantian ketentuan yang hanys meayangkut
jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya

b. Rescheduiing, yakni pegantian scbagian stau seluuh ketentuan-
ketentuan  pembiayasn termasuk pervbshan maksimum saldo
pembayaran

¢ Recondition of Ecomomlying yakni pegantian scbagian atau selurah
ketentuan pembiaysan. Termasuk perubshan jangka waktu dan
persyaratan lainnya sepanjang tidak meayangkut perubshan
maksimum saldo pembayaran.

d. Bantuan Managemen penychat an pembiayaan melala penempatan
sumber daya insani dalam posisi Managemen oleh Bank. Hal ini
dilokukan apabila permasalahan  terjndi  karenn  kesalshan
Managemen, sedangkan sumber pengembalian masth potensial
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2. Penyelesaian melalw jaminan
Penyelesaian Pembiaynon Bermasaloh melalui jaminan secam
nonditigas: dilakukan dengan cara off set yaitu penmyclesaian
pembiayaan melalui penyernhan jaminan secar sukarela oleh nassbah
kepada Bank sebagai upaya penyelesson pembiayaan. Langkah-
langkah yang dilakukan dalam penyelesaian Pembiaynon Bermasaloh
melalut jaminan secara nonlitigasi adalah sebagai berikut:
a Melakvkan mnalisa kecukupan nilai jaminan uestuk menatup
scluruh kewajiban biays-biaya untuk proses offve? {nilai bels Bank).
b. Melakukan negosiass dengan nasabah unt uk pengembalian jaminan
¢ Bila nasabah ingin membeli kembali jaminan yang akan dibeli olch
Bank, maka diberikan hak opsi dengan jangks waktu berdasarkan
persetiguan kedun belah pibak.
d. Sesudah mendapat persetuguan komite penyelesaian pembiayaan
dilakukan perikatan jual-beli.
e  Moelakukan pelunasan pembiayaan dan proses administrasi lainoya.
6. Prinsip Peagawasan Pembiaynan
Setelah akad pembiaynan &tands tangani oleh kedua belah pihak,
makas Bank Kalsel Syanash melakukan monitoring dan evaluasi secam
berkala.
Bank Kalsel Syariah dolam prases supervisi jika terjadi
pembiayamn yang bermasalsh, merupekan sustu syarat pembisyaan dalam
mana termuat suatu deflekss primer. Akabat dani adanya  keterlambatan
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dalam pembayaran angsuran yang diberikan oleh nasabah. Dengan istilah
lain pembiayaan yang baru kemudian bermasalah merupakan pembiayaan
yang berada pada kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar,
Diragukan, dan Macet.

Bank Kalsel Syariah dalam hal ini perlu memperhatikan prinsip
dasar pembiayaan yang sehat dan sesuai syariah merupakan mengerti,
memahami, dan menguasai prinsip-prinsip 5C yaitu:

1. Character

Analisa tentang character dalam pembiayaan Musyaraakah dalam Bank
Kalsel Syariah untuk melihat aktivitas transaksi yang dilakukan oleh
calon nasabah di lembaga keuangan. Setelah hal itu dilakukan Bank
Kalsel Syariah bisa menyimpulkan bahwa nasabah yang bersangkutan
mempunyai karakter yang baik sehingga layak untuk diberikan
penambahan dari segi permodalan.

2. Capital

Analisa tentang aset dalam pengajuan pembiayaan dalam Bank Kalsel
Syariah yaitu dengan menganalisa posisi keuangan dalam masa
kemudian dan asumsi dalam ketika yang akan tiba, darimana aset itu
bersumber. Sehingga BPD KalSel Syariah  untuk mengetahui
kemampuan permodalan calon nasabah.

3. Capacity

Analisa tentang capacity dalam pengajuan pembiayaan dalam BPD

KalSel Syariah. Disini mereka akan melihat kemampuan yang dimiliki
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oleh calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan
pembayaran atas pinjaman yang diambilnya.

4. Collateral

Analisa tentang collateral dalam pengajuan pembiayaan dalam Bank
Kalsel Syariah yakni Bank Kalsel Syariah akan melihat barang yang
menjadi agunan, baik dari segi kepemilikan, kondisi dan jenis barang,
serta nilai taksasi yang ada didalamnya.

5. Condition of Economy

Mekanisme dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam aplikasi ketat
dan disiplin dalam Bank Kalsel Syariah sebagaimana diuraikan tersebut
dari dalam penelitian ini, tetapi masalah Pembiayaan Bermasalah
termuat pula yang ditemukan, sebagaimana tercatat dalam jenis
pembiayaan Murabahah investasi Nomor 054a/AP-MRBH/BPD-
BJS/2010 tertanggal tiga puluh Desember 2010, plafond/OS
Rp.440.000.000,/Rp.250.937.378, jangka ketika sepuluh tahun,
kolektibilitas 5 (Macet) dengan syarat mengalami penurunan usaha. Dan
Pembiayaan akad Mudharabah Nomor 001/AP-MSYH/BPDBJS/2015

tertanggal 14 Januari 2015/23 Rabiul Awal 1436 H.
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1) Transferable, yaitu agunan yang diajukan debitur harus mudah

dipindah tangankan baik secara fisik ataupun secara hukum.’

Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian terhadap beberapa aspek
dan barang-barang agunan, aspek tersebut adalah:
1. Aspek nilai pasar dari barang-barang agunan
2. Aspek kesempurnaan agunan (kelengkapan dokumen dan integritas agunan)

3. Aspek hukum dan agunan

"Malayu S.P. Hasibuan, Op. Cit., him. 110-111



